AN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Jawa Besar yang memeriksa dan
ingkat pertama dalam sidang Majelis

sebagai berikut dalam perkara Cerai

Kecamatan
Badas, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini
berikan kuasa kepada Muhammad Yudi, S.H.,
Advokat yang berkantor di Btn. Bukit Permai Blok H No.
01 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor 65/2019 tertanggal 14 Februari 2019 sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat kediaman di |

Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,

sebagai Termohon;
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lis serta para saksi di persidangan;

PERKARA

surat permohonannya tertanggal 14
rmohonan Cerai Talak yang terdaftar di
a Sumbawa Besar dengan register

"“‘---—-""j:'f:‘/“’ / D19/PA.Sub., tanggall4 Februari 2019,
RVIARY Y |

dengan-da ekt nya sebagai berikut :
o '-.,; 30 Oktober Tahun 2013 Pemohon dengan
h ngkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
: mﬁ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kabupaten
Kota Malang, sebagai mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah
No : 1335/258/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal
dirumah Orang Tua Pemohon di Jl. Idola Raya No0.02, RT. 004 /
RW.018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,
Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 6 Tahun, sampai bulan
Desember tahun 2018.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah
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ak yang bernama: Anak Pemohon dan
rienis kelamin Laki laki.

\wal bulan Maret tahun 2014, kehidupan
iNgan Termohon mulai tidak harmonis
ara Pemohon dengan Termohon yang

dngga yang sulit untuk dirukunkan lagi

ain / selingkuh.

ohon terlalu egois dan mau menang sendiri dalam
segala Hal.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan
Desember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi
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| diatas, Pemohon mohon agar Ketua
sar , untuk memeriksa dan mengadili

n putusan yang amarnya berbunyi :

an Pemohon.
Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

didepan persidangan Pengadilan Agama

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya

Termohon;
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dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
adir di persidangan;
Ksaan perkara dilakukan dalam sidang
2lih dahulu dibacakan surat permohonan
a ltetap dipertahankan oleh Pemohon;
atau kuasanya yang sah tidak pernah

aban Termohon atas permohonan

@ftokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah
bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua
Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1335/258/X/2013,
tanggal 30 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kabupaten Kota Malang. Bukti
surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,

ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup,
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ur 51 tahun, agama Islam, pendidikan
bertempat tinggal di Jin. Idola Raya

58 Labuhan Sumbawa Kecamatan Lab.

isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu, Pemohon dan Termohon
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon,
karena Termohon selalu egois dan jika dinasehati oleh
Pemohon, Termohon tidak mau tahu ;

- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon

bertengkar mulut;
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seringnya bertengkar, Pemohon dan

dan Termohon pisah rumah, hingga

esa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Lab.

K Sumbawa di bawah sumpah, memberikan
, 0 pada pokoknya sebagai berikut :

a sak5| kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami

isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;

- Bahwa sekitar tahun 2014, Pemohon dan Termohon mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon,

karena Termohon egois dan jika dinasehati Termohon tidak taat;

- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon

bertengkar mulut;
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seringnya bertengkar, Pemohon dan

Jada bulan Desember 2018, Termohon
idan Termohon pisah rumah, hingga
arga sudah berusaha mendamaikan
1 namun tidak berhasil;

ara saksi tersebut, Pemohon menyatakan

Termohon tidak dapat didengarkan

Pemohon menyampaikan kesimpulan secara

”“Qaﬁj a tetap dengan permohonannya, dan tidak akan
Iagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang
selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
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r Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

ata Termohon tidak datang menghadap di
yuruh orang lain untuk menghadap
meskipun Termohon telah dipanggil
b tidak ternyata bahwa tidak datangnya
D m gh suatu alasan yang sah;

: K hon yang dipanggil secara resmi dan
dé adap harus dinyatakan tidak hadir dan
fiperiksa secara verstek;

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
ang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat
Jang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil
pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada
pokoknya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan
alasan sejak awal bulan Maret tahun 2014, kehidupan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
antara lain karena Termohon ada Pria lain / selingkuh, Termohon tidak

mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon
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terlalu egois dan mau menang sendiri

k keretakan hubungan rumah tangga

untuk  menguatkan  dalil
belikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta
si sebagaimana tersebut di atas yang
an keterangannya di bawah sumpah;

berdasarkan keterangan Pemohon yang

tersebut isiya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan
Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehingga oleh
karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
terakhir berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar,
sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif
Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta

Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
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asarkan bukti P.2 tersebut harus

untuk membuktikan dalil permohonan

didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses
pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai
dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang
dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

masing-masing bernama : Saksi 1 Pemohon adalah Ayah Pemohon dan
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kedua orang saksi Pemohon sudah

emenuhi syarat formal sebagaimana

an, disebabkan karena Termohon egois dan
eada Pemohon, dan puncaknya Pemohon dan
tempat tinggal hingga kini kurang lebih 3 (tiga) bulan,
adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dan saksi 2
Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang
lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal
308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti

untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;
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Jasarkan alat alat bukti tertulis P.1. dan P.2
baksi 2 dari Pemohon serta semua dalil

ielah menemukan fakta fakta sebagai

ohon adalah suami isteri yang sah,

un 2013, dengan Kutipan Akta Nikah

dari 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus
menerus bahkan menyebabkan pisah tempat tinggal antara keduanya;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk
didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut,

Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon
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.rq_ica_“_,ﬁ_m,_,uw_w 36 43

ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak,

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina
dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih
besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan
yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah

fighiyah yaitu :
Jias ol e oyl D5l
pea>l
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dua hal yang sama-sama mengandung

atu diantaranya yang lebih kecil

atan pernikahan adalah dimaksudkan
agi suami maupun istri, tetapi dengan
ohon dengan Termohon sebagaimana
gfpendapat bahwa rumah tangga seperti
engkan kemaslahatan, tapi justru hanya

batin baik bagi Pemohon maupun

antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu
membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-
dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling
pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih
sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang

berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;
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n yang benar serta siapa yang menjadi
dan pertengkaran, akan tetapi lebih
bahwa apakah benar rumah tangga
perkara a quo telah terbukti bahwa

dengan Termohon adalah sudah pecah

yang terkadung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan
Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan
mempertimbangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sah yang selama pernikahannya telah bakda dukhul dan belum
pernah bercerai, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dan talak yang akan dijatuhkan oleh
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a perkara a quo masuk bidang
asal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
ubah dengan Undang-Undang Nomor
2flua dengan Undang-Undang Nomor 50

Agama, biaya perkara dibebankan kepada

pasal dari peraturan perundang-undangan
ra’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 371.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.l. dan Hilman Irdhi
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agai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

ohon.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

nggodigdo,S.S.,S.E.l.,M.S.I.

Perincian biaya :
- Pendaftaran

- ATK Perkara

- Panggilan

- Redaksi

- Meterai
Jumlah

Panitera Pengganti,

ttd

Suadi, S.H.

:Rp 30.000,00
‘Rp 50.000,00
:Rp  280.000,00
'Rp 5.000,00
:Rp 6.000,00
:Rp  371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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adljlan Agama Sumbawa Besar

Rohana, S.H.
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